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RINGKASAN EKSEKUTIF:

•	 Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang diperbarui pada tahun 2022, sektor kelautan 
dan perikanan ditargetkan untuk menurunkan emisinya sebesar 29% pada tahun 2030. Implementasi 
energi terbarukan pada armada nelayan dapat menjadi langkah konkret dalam mencapai target ini. 

•	 Contoh penerapan teknologi dengan energi terbarukan bagi Nelayan dan Kelompok pengusaha kecil 
di pesisir diantaranya: Sistem propulsi hybrid solar-diesel untuk kapal nelayan, Cold storage tenaga 
surya, Desalinasi air laut tenaga angin, sistem pengering ikan tenaga surya, Lampu bagan apung 
tenaga Surya, Pabrik es dan Cold storage berbasis energi surya-angin hybrid. 

•	 Tantangan dalam penggunaan energi terbarukan  tingginya biaya investasi awal yang diperlukan untuk 
mengadopsi teknologi ini, Keterbatasan dukungan kebijakan dan infrastruktur turut mempersulit 
implementasi energi terbarukan di sektor perikanan, Tantangan lingkungan dan iklim Indonesia yang 
unik memberikan kompleksitas tersendiri dalam implementasi energi terbarukan di sektor maritim.

•	 Serangkaian langkah strategis diperlukan dalam penguatan kebijakan. Pertama, RUEN dan RUED 
perlu direvisi untuk memasukkan target spesifik pengembangan energi terbarukan sektor perikanan. 
Kedua, pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dapat memperkuat koordinasi program 
dan memastikan implementasi yang lebih efektif. Ketiga, pengembangan skema insentif khusus 
dan pemanfaatan mekanisme pendanaan inovatif seperti kredit karbon dapat mempercepat adopsi 
teknologi energi terbarukan. Terakhir, penyusunan roadmap energi terbarukan.
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IMPLEMENTASI ENERGI 
TERBARUKAN BAGI NELAYAN 
DAN TANTANGANNYA

PENDAHULUAN

Nelayan kecil di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjalankan aktivitas melaut mereka, 
terutama terkait dengan biaya operasional yang tinggi. Komponen terbesar dari biaya ini adalah bahan 
bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk menggerakkan kapal mereka. Menurut hasil studi yang 
dilakukan oleh KNTI pada tahun 2022 biaya BBM bisa mencapai 60-70% dari total biaya operasional melaut.

Tingginya biaya BBM ini berdampak langsung pada pendapatan nelayan. Nelayan seringkali harus meminjam 
uang atau menjual hasil tangkapan dengan harga murah hanya untuk menutupi biaya operasional. Situasi 
ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, mengingat sebagian besar nelayan di Indonesia 
masih tergolong nelayan kecil dengan penghasilan yang tidak menentu.

Pemerintah Indonesia telah lama menerapkan kebijakan subsidi BBM untuk membantu nelayan 
mengurangi biaya operasional mereka. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap BBM bersubsidi ini 
seringkali sulit dijangkau oleh nelayan, terutama di daerah-daerah terpencil. Kompleksitas birokrasi 
dan distribusi yang tidak merata menjadi hambatan utama. Berdasarkan laporan dari Ombudsman RI 
tahun 2023, hanya sekitar 40% nelayan yang dapat mengakses BBM bersubsidi dengan mudah. Situasi ini 
memaksa banyak nelayan untuk membeli BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal sehingga 
semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.
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Meskipun sektor perikanan tradisional 
sering dianggap sebagai industri yang 
ramah lingkungan, faktanya nelayan juga 
berkontribusi terhadap emisi gas rumah 
kaca. Penggunaan mesin diesel pada 
kapal-kapal nelayan menghasilkan emisi 
karbon yang signifikan. Menurut studi 
yang dipublikasikan dalam jurnal “Nature 
Climate Change” pada tahun 2023, sektor 
perikanan global menyumbang sekitar 
4% dari total emisi gas rumah kaca 
dunia. Di Indonesia sendiri, meskipun 
data spesifik untuk emisi dari sektor 
perikanan tradisional masih terbatas, 
estimasi kasar menunjukkan bahwa 
kontribusinya tidak bisa diabaikan 
dalam upaya mitigasi perubahan iklim 
nasional.

Menghadapi berbagai tantangan 
tersebut, energi terbarukan muncul 
sebagai solusi potensial yang 
menjanjikan. Indonesia, sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia, memiliki 
potensi besar dalam pengembangan 
energi terbarukan, terutama energi surya 
dan angin yang dapat dimanfaatkan oleh 
nelayan.

Menurut laporan dari International 
Renewable Energy Agency (IRENA) tahun 
2024, biaya produksi energi surya dan 
angin telah mengalami penurunan 
signifikan dalam dekade terakhir, 
menjadikannya lebih kompetitif 
dibandingkan bahan bakar fosil. Untuk 
konteks Indonesia, penelitian dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) pada tahun 2023 menunjukkan 
bahwa implementasi panel surya 
pada kapal nelayan dapat mengurangi 
konsumsi BBM hingga 30-40%, 
yang berpotensi menghemat biaya 
operasional secara substansial dalam 
jangka panjang.

Selain itu, penggunaan energi terbarukan 
juga sejalan dengan komitmen Indonesia 
dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. 
Berdasarkan Nationally Determined 
Contribution (NDC) Indonesia yang 
diperbarui pada tahun 2022, sektor 
kelautan dan perikanan ditargetkan 
untuk menurunkan emisinya sebesar 
29% pada tahun 2030. Implementasi 
energi terbarukan pada armada nelayan 
dapat menjadi langkah konkret dalam 
mencapai target ini.

Contoh Teknologi dengan Energi Terbarukan bagi 
Nelayan dan Kelompok Pengusaha Kecil di Pesisir 

Pemanfaatan teknologi energi terbarukan di sektor perikanan 
dan usaha kecil pesisir telah menunjukkan perkembangan yang 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa 
contoh teknologi energi terbarukan yang telah diimplementasikan 
atau memiliki potensi besar untuk diterapkan:

1. Sistem Propulsi Hybrid Solar-Diesel untuk Kapal Nelayan

Sistem propulsi hybrid yang menggabungkan tenaga surya dengan 
mesin diesel konvensional telah menjadi solusi yang menjanjikan 
bagi nelayan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas 
Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi 
sistem ini pada kapal nelayan berukuran 5-10 GT dapat mengurangi 
konsumsi bahan bakar hingga 40% (Pratama et al., 2023).

Teknologi ini terdiri dari panel surya yang dipasang di atap 
kapal, baterai penyimpanan, dan sistem manajemen energi yang 
mengoptimalkan penggunaan antara tenaga surya dan diesel. 
Selain menghemat biaya bahan bakar, sistem ini juga mengurangi 
emisi karbon secara signifikan.

2. Cold Storage Tenaga Surya

Salah satu tantangan utama bagi nelayan dan pengusaha ikan 
adalah menjaga kesegaran hasil tangkapan. Cold storage berbasis 
tenaga surya menawarkan solusi untuk masalah ini, terutama di 
daerah dengan akses listrik terbatas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Riset Sosial 
Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) pada tahun 2024 
menunjukkan bahwa penggunaan cold storage tenaga surya dapat 
memperpanjang umur simpan ikan hingga 5-7 hari, meningkatkan 
nilai jual produk hingga 30% (Nurhayati et al., 2024).
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Gambar 1. Nelayan Tarakan menggunakan panel surya untuk 
penerangan di perahu (Foto: Hendra Wiguna/DPP KNTI)
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3. Desalinasi Air Laut Tenaga Angin

Untuk daerah pesisir yang menghadapi kelangkaan air tawar, 
teknologi desalinasi air laut yang ditenagai oleh energi angin 
menjadi solusi yang inovatif. Sebuah proyek percontohan di 
Kepulauan Seribu, Jakarta, yang dilaporkan oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023, menunjukkan bahwa 
teknologi ini dapat menghasilkan hingga 5000 liter air tawar per 
hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah desa nelayan 
kecil (KKP, 2023).

4. Sistem Pengering Ikan Tenaga Surya

Pengering ikan tenaga surya merupakan teknologi sederhana 
namun efektif untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi 
produk perikanan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
telah mengembangkan model pengering ikan tenaga surya yang 
dapat mengurangi waktu pengeringan hingga 50% dibandingkan 
metode tradisional, sekaligus meningkatkan higienitas produk 
(Hermawan et al., 2022).

5. Lampu Bagan Apung Tenaga Surya

Lampu bagan apung merupakan alat penting dalam penangkapan 
ikan, terutama untuk nelayan skala kecil. Penggunaan lampu 
tenaga surya tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan 
bakar fosil, tetapi juga meningkatkan efisiensi penangkapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor pada 
tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan lampu bagan 
apung tenaga surya dapat meningkatkan hasil tangkapan hingga 
25% dibandingkan dengan lampu konvensional, sekaligus 
mengurangi biaya operasional hingga 60% dalam jangka panjang 
(Sulaiman et al., 2024).

6. Pabrik Es dan Cold Storage Berbasis Energi Surya-Angin Hybrid

Kebutuhan es untuk pengawetan hasil tangkapan merupakan 
komponen vital dalam rantai perikanan. Beberapa teknologi yang 
dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan es nelayan 
kecil antara lain:

a) Sistem Refrigerasi Hybrid Tenaga Surya-Angin

Kombinasi panel surya dan turbin angin skala kecil untuk 
menggerakkan sistem kompresor dapat menghasilkan 500-
1000 kg es per hari. Skala ini cocok untuk kelompok nelayan 
atau koperasi dengan dilengkapi sistem penyimpanan energi 
untuk operasional 24 jam. Dengan skema ini diperkirakan dapat 
menghemat biaya operasional 40-50% lebih rendah dibanding 
sistem konvensional

b) Ice Flake Machine Tenaga Surya

Skema ini menggunakan kapasitas produksi 100-200 kg per 
hari dengan sistem modular yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. Cocok untuk operasi skala kecil dan menengah di 
tingkat komunitas dengan waktu produksi es 2-3 jam setelah 
mesin beroperasi (start). 

 

TANTANGAN PENGGUNAAN 
ENERGI TERBARUKAN 

Implementasi energi terbarukan dalam 
sektor perikanan tradisional menghadapi 
berbagai tantangan kompleks yang saling 
berkaitan. Tantangan paling mendasar 
adalah tingginya biaya investasi awal yang 
diperlukan untuk mengadopsi teknologi 
ini. Sebagai contoh, pemasangan sistem 
propulsi hybrid solar-diesel pada kapal 
nelayan 5-10 GT membutuhkan investasi 
sekitar Rp 50-75 juta, jumlah yang jauh di 
luar jangkauan sebagian besar nelayan 
kecil. Situasi ini diperburuk dengan 
terbatasnya akses terhadap pembiayaan 
formal, mengingat sebagian besar nelayan 
tidak memiliki agunan yang memadai 
dan pola pendapatan mereka yang tidak 
menentu sering dianggap berisiko oleh 
lembaga keuangan.

Persoalan teknis dan pemeliharaan juga 
menjadi hambatan serius dalam adopsi 
energi terbarukan di kawasan pesisir. 
Minimnya ketersediaan teknisi terampil, 
kesulitan mendapatkan suku cadang, 
dan kondisi lingkungan laut yang korosif 
menciptakan tantangan berkelanjutan 
dalam memastikan keberfungsian sistem 
energi terbarukan. Hal ini semakin 
dipersulit dengan resistensi sosial 
dan budaya dari masyarakat nelayan 
yang telah terbiasa dengan metode 
konvensional. Banyak nelayan yang 
enggan beralih ke teknologi baru karena 
kurangnya pemahaman tentang manfaat 
jangka panjang dan kekhawatiran akan 
perubahan pola kerja tradisional mereka.

Keterbatasan dukungan kebijakan 
dan infrastruktur turut mempersulit 
implementasi energi terbarukan di sektor 
perikanan. Belum adanya standarisasi 
teknologi, terbatasnya insentif fiskal, dan 
kurangnya koordinasi antar lembaga 
pemerintah menciptakan ketidakpastian 
dalam pengembangan sektor ini. 
Infrastruktur pendukung yang tidak 
memadai, seperti keterbatasan jaringan 
distribusi suku cadang dan fasilitas 
perbaikan, serta tidak tersedianya grid 
listrik yang stabil di daerah terpencil, 
menjadi penghalang tambahan dalam 
adopsi teknologi energi terbarukan.

Tantangan lingkungan dan iklim Indonesia 
yang unik memberikan kompleksitas 
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tersendiri dalam implementasi energi 
terbarukan di sektor maritim. Paparan 
terhadap air garam yang mempercepat 
korosi, cuaca ekstrem yang 
mempengaruhi efisiensi sistem, dan 
variabilitas intensitas sinar matahari dan 

2.	 Kesenjangan kebijakan ini diperparah oleh minimnya alokasi 
anggaran dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Program-
program yang ada cenderung bersifat sporadis dan tidak 
berkelanjutan, mencerminkan kurangnya sinkronisasi antara 
Kementerian PPN, Kementerian ESDM, KKP, dan pemerintah 
daerah dalam transisi energi terbarukan untuk sektor 
perikanan. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur 
standardisasi teknologi dan minimnya insentif fiskal maupun 
non-fiskal untuk mendorong adopsi energi terbarukan 
semakin mempersulit transisi energi di sektor ini.

3.	 Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan 
serangkaian langkah strategis dalam penguatan kebijakan. 
Pertama, RUEN dan RUED perlu direvisi untuk memasukkan 
target spesifik pengembangan energi terbarukan sektor 
perikanan. Kedua, pembentukan kelompok kerja lintas 
kementerian dapat memperkuat koordinasi program 
dan memastikan implementasi yang lebih efektif. Ketiga, 
pengembangan skema insentif khusus dan pemanfaatan 
mekanisme pendanaan inovatif seperti kredit karbon dapat 
mempercepat adopsi teknologi energi terbarukan. Terakhir, 
penyusunan roadmap energi terbarukan untuk sektor 
perikanan di tingkat nasional dan daerah akan memberikan 
arah yang jelas bagi semua pemangku kepentingan dalam 
mengembangkan program yang berkelanjutan.

4.	 Pemerintah pusat perlu mengambil peran strategis dalam 
menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung. Hal ini 
dapat dimulai dengan pengembangan skema pembiayaan 
inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik sektor 
perikanan tradisional. Pembentukan dana bergulir khusus 
untuk adopsi teknologi energi terbarukan, dengan persyaratan 
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angin memerlukan adaptasi teknologi yang spesifik untuk kondisi 
lokal. Sayangnya, upaya adaptasi ini terhambat oleh keterbatasan 
data dan riset yang komprehensif. Kurangnya studi kelayakan 
ekonomi jangka panjang dan minimnya dokumentasi praktik 
terbaik yang dapat dijadikan acuan membuat pengembangan 
solusi yang efektif menjadi lebih menantang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengatasi berbagai tantangan 
dalam implementasi energi terbarukan 
bagi sektor perikanan, diperlukan 
serangkaian kebijakan yang 
komprehensif dan terkoordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah. 

1.	 Transformasi menuju energi 
terbarukan dalam sektor perikanan 
Indonesia masih terhambat oleh 
lemahnya dukungan kebijakan 
di tingkat nasional dan daerah. 
Analisis terhadap kebijakan energi 
nasional menunjukkan bahwa 
Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN) belum mengakomodasi 
secara eksplisit pengembangan 
energi terbarukan untuk sektor 
perikanan. Situasi serupa juga terjadi 
di tingkat daerah, di mana mayoritas 
Rencana Umum Energi Daerah 
(RUED) belum mengintegrasikan 
kebutuhan spesifik sektor perikanan 
dalam perencanaan energi mereka. 
Ketiadaan pemetaan komprehensif 
tentang potensi dan kebutuhan 
energi terbarukan di sentra-sentra 
perikanan semakin mempersulit 
pengembangan program yang tepat 
sasaran.

(Foto: Dok. Media dan Publikasi DPP KNTI)

Gambar 2. Perempuan pesisir kesulitan menjemur ikan karena dampak Perubahan iklim 
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yang lebih fleksibel dan bunga rendah, dapat membantu 
mengatasi hambatan biaya investasi awal. Program 
ini dapat diperkuat dengan pemberian insentif fiskal 
seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk komponen 
teknologi energi terbarukan yang diimpor.

5.	 Di tingkat daerah, pemerintah dapat memfokuskan 
pada pembangunan infrastruktur pendukung dan 
pengembangan kapasitas lokal. Pembentukan pusat 
pelatihan teknis di wilayah pesisir dapat membantu 
mengatasi kesenjangan keterampilan dalam operasi dan 
pemeliharaan teknologi energi terbarukan. Pemerintah 
daerah juga dapat berperan dalam memfasilitasi 
kemitraan antara nelayan dengan lembaga penelitian dan 
perguruan tinggi untuk mengembangkan solusi teknologi 
yang sesuai dengan kondisi lokal.

6.	 Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat 
penting dalam implementasi program percontohan. 
Program-program pilot yang sukses di satu daerah dapat 
menjadi model untuk replikasi di daerah lain dengan 
karakteristik serupa. Untuk mendukung ini, perlu dibentuk 
sistem monitoring dan evaluasi yang terstandar untuk 
mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area 
perbaikan. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk 
menyempurnakan kebijakan dan program di masa depan.

7.	 Aspek sosial-budaya juga perlu mendapat perhatian 
khusus dalam perumusan kebijakan. Program sosialisasi 
dan edukasi yang intensif, melibatkan tokoh masyarakat 
dan kelompok nelayan, dapat membantu mengurangi 
resistensi terhadap teknologi baru.

8.	 Untuk mengatasi keterbatasan data dan riset, pemerintah 
dapat mendorong kolaborasi antara lembaga penelitian, 
universitas, dan sektor swasta. Pemberian dana 
penelitian khusus untuk pengembangan teknologi energi 
terbarukan di sektor perikanan dapat menstimulasi 
inovasi dan pengembangan solusi yang lebih efektif. 
Hasil penelitian ini harus didokumentasikan dengan baik 
dan disebarluaskan untuk mendukung pengambilan 
keputusan berbasis bukti.

9.	 Terakhir, diperlukan kebijakan yang mendorong 
pembentukan kelembagaan yang kuat di tingkat 
masyarakat. Penguatan kelompok nelayan dan koperasi 
dapat memfasilitasi adopsi teknologi secara kolektif, 
membagi risiko investasi, dan meningkatkan posisi 
tawar nelayan dalam mengakses pembiayaan dan pasar. 
Pemerintah dapat memberikan pendampingan dalam 
pengembangan kapasitas organisasi dan manajemen 
keuangan untuk memastikan keberlanjutan program.

Implementasi rekomendasi kebijakan ini membutuhkan 
komitmen jangka panjang dan alokasi sumber daya yang 
memadai dari pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan 
implementasi juga bergantung pada koordinasi yang efektif 
antara berbagai pemangku kepentingan dan kemampuan 
untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi di lapangan. 
Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, 

transformasi menuju sektor perikanan yang 
lebih berkelanjutan melalui adopsi energi 
terbarukan dapat terwujud.
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